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Menirnbang a.. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 
Peraturan Menteri Dcsa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transrnigrasi Nomor 23 Tahu n ?.O 17 
ten tang Pengem bangan dan Penerapan Teknologi Tepat 
Guna dalam Pengelolaan Sumbe-r Daya Alam Desa; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraluran 
Bupati tr.:nta.ng Petunjuk Teknis Pengembangan dan 
Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mengelola 
Sumber Daya Alam Pekon; 

1. Undang-UmiA.ng Nomor 48 'Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
La.mpung (Leinbaran Negara Rep·ublik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 186~ Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Nomor 4932); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang•Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Ds.erah ~Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,. Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebaga.imana telah diubah be.herapakali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Namor 58~ 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679}; 



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor I 76, 'L'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5922); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tohun 2005 tent:ang 
Ahli 'reknologi Kekayaan lntelektual serta Hasil Kegiatan 
cl.an Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan 
Tinggi clan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2005 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4497); 

6. Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Lentang Desa lLembaran Negaia Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tnmbohan 
Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
scbagaimana tclah diubah dcngan Peraturan Pcmerintah 
Nnmnr 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraluran Pe1ner.i.ntah Republik Indonesia Nam.or 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republ.ik Indonesia Nomor 5694); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
lnovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 206); 

9. Peraturan Menteri lJalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 
tcntang Pcmbcrdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan 
Teknologi Tepat Guna; 

10. Peraturan Menteri Uesa, Pembangunan Uaerah 'rertinggal 
dan Transm.igrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Umwn Dalam Rangka Penyaluran Bantuan 
Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Da.erah 
Tertinggal, dan Transmigrasi; 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transm.igrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat G1..1na 
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa; 



Menetapkan 

12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal. dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program 
Inovasi Desa; 

13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 
Nomor 20); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT 
GUNA DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM PEKON. 

RAR I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Bupati adalah Bupati Pringscwu. 

3. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 

4. lJinas Pemberdayaan Masyarakat 
selanjutnya disingkat DPMP 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pringsewu. 

dan Pekon yang 
adalah Dinas 

Pekon Kabupaten 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu. 

6. Kecamatan ad.alah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu. 

7. Camat adalah Camat di Kabupatcn Pringsewu. 

8. Pekon adalah Pekon di Kabupaten Pringsewu. 

9. Kcpala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten 
Pring:sewu. 

10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya 
pengembangan masyarakat melalui pencipraan kondisi 
yang memungkinkan masyarakat mampu membangun 
diri dan lingkungannya secara mandiri melalui 
pemberian sumberdaya, kesempatan dalam 
pengambilan keputusan, serta peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan masyarakat. 



I I. Teknologi Tepat Guna yong selonjutnya disingkat TTG 
adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, dapat menjawab permasalahan 
masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat 
dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara 
mudah, serta menghasil.kan nilai tambah dari aspek 
ekonomi dan aspek lingkungan. 

12. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya 
disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di 
kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, 
informasi dan ori,mtAsi herhagAi jenis TTG. 

13. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Pekon 
selanjutnya dis.ebut Posyantekdes adalah lembaga 
kemasyarakatan di pekon yang memberikan 
pelayanan teknis, infonn.asi dan orientasi berbagai jenis 
TTG. 

1 If. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan tujuan memanfa.atkan kaidah dan 
tcori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 
kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfa.at 
dan apli.kasi ilrnu pengetahuan dan teknologi yang telah 
ada a.tau menghasilkan teknologi baru. 

15. Inovasi adalah kegialan penditian, pengernbangan 
dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan 
mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks 
ilmu pengetahuan yang baru ata.u cara baru untuk 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
telah ada ke dalam produk a.tau proses produksi. 

16. LembAga Kemasyara.katan atau yang disebut dengan 
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah 
dan/ atau kepala Pekon dalam memberdayakan 
masyarak.at. 

17. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 
pcrorangan dan/atau baden usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 

18. Usah.a kecil adalah usah.a ekonomi produktif yang 
bcrdiri scndiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan m~aha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menja.di bagian langsung 
maupun tidak langsung dari usaha menengah a.tau 
usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang
undangan. 



19. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktifyang 
berdiri sendiri, yong dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan acau bukan cabang pcrusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung 
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha 
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tahunan sebagaimana dialur tlalaJ:11 
peraturan perundang-undangan. 

20. Kemitraan adalah kerja :sama tlala:rn keterkaitan usaha 
baik langsung maupun tidak langlilung atas dasar 
prinsip saling memerlukan, mempercayai, mempcrkuat 
dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha 
rnikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. 

21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar 
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, 
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultllsi, 
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi 
pcnyclcnggaraan pemberdayaan masyarakat dan 
pengelolaan teknologi tepat. guna. · 

22. 13adan Usaha Milik Pekon yang sclanjutnya di scbut 
RlJMPekon, ada1ah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pekon mclalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
pekon yang dipisahkan guna mengelul.H as.:t, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya yang dimanfaatkan 
sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat 
pekon. 

23. Badan Usaha mflik bersama Pekon selanjutnya disebut 
BUMAPekon merupakan Badan Usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimilik oleh 2 {dual 
Pekon atau lebih untuk kerjasama antar pekon dan 
pelayanan usaha antar pekon melalui penyertaan 
sccara langsung yang berasal dari kekayaan pekon 
yang dipisahkan guna mengelola asct, jasa pelayanan, 
dan usaha lainnya yang dimanfaatkan seb<::sar 
besarnya untuk kesejahteraan masyarakat pekon 

24. Gelar TfG adalah ajang promosi dan atau uji terap 
hasil inovasi pengembangan TTG dari Masyarakat d11n 
atau instansi/lembaga pemerinlah dan swasla dengan 
maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi 
teknologi spesifik kepada pengguna. 

RARH 
TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pen~elolaan TTG 
adalah: 



a. meningkatkan kemandirian 
mutu/kualitas produk daerah 
pemanfaatan/penggunaan TTG; 

dan daya saing 
dan nasional melalui 

b. menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi 
masyarakat dalam pengembangan dan/ atau 
Tmplement.asi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
dalam pembangunan daerah; 

c. menciptakan kesempatan kerja baru; dan 

d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam 
pengembangan dan/ atau pemanfaatan TTG. 

Pasal 3 

PembF.niRyRRn mAsyArakAt. melalui pengelolaAn TIG 
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. partisipatif; 

b. ketcrpaduan; 

c. mempertimbangkan potensi sumber daya lokal; 

d. be1wawasa11 lingkungan; 

e. memberdayakan masyarakat setempat; 

f. memherikAn manfaAt. secara herkelAnjut.an; dan 

g. sederhana. 

BAB III 
ARAH DAN SASARAN 

Pasal 4 

Pemberdayaan masyarakat mclalui pengelolaan TIO 
cliarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan 
TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan 
permasal.ahan daerah, antara lain: 

a. produksi industri mikro, kecil dan menengah; 

b. lingkungan; 

c. sosial kemasyarakaran; dan 

d. teknologi lainnya. 

Pasal 5 

(1) Sasaran produksi industri mikro, .kecil dan menengah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk 
meningkalkan mulu produk yang dihai:;ilkan induslri 
mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing di 
pasar lokal, nasionaJ dan intemasional. 



(2) Sasaran lingkungan sebagaimon.a dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b, untuk mengendaJikan kerusakan 
lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, 
teknologi penRnggulengan pencemaran, teknologi 
pi;,nyi;,diaan air bersih dan sun1ber energi alternatif yang 
rarnah lingkungan. 

(3) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf c, untuk menciptakan keamanan, 
kctcrtiban d.an kcnyamanan dalam bermasyru-akat. 

(4) Sasaran teknologi lainnya ::sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf d, pada penggalian dan 
pi;,ngernbangan teknologi dan sesuai potensi dan 
kebutuhan Daerah untuk peni.ngkatan ekonomi 
masyarakat dan pelayanan kepada masyarakal. 

BAB IV 
KEGIATAN PEMBERDAYAAN 

Bagi~ Kesalu 
Umum 

PasaJ 6 

Kegiatan yang dilakukan pcmbcrdayaan masyarakat 
melalui pengelola.an TTG melalui: 

a. pemetaan kebutuhan; 

b. pcngkajian; 

c. uji coba; 

d. pengembangan; 

e. pemasyarakatan; dan 

f. pemanfaa.tan. 

Bagian Kedua 
Pemetaan Kebutuhan 

Pasal 7 

(1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana rlimaksud dalam 
Pasal 6 huruf a, anlara lain dilakukan melalui: 

a. pengumpulan data dan informasi; 

b. jtmis TIG; 

c. jenis usaha 

d. sosial budaya; dan 

e. potensi surnber daya daerah. 



(2) Ha:;iil pemetaan kebutuhnn TTG sebagaimana dimaksud 
pada ayat Ill digunakan untuk perencanaan 
pemanfaatan dan pengembangan TIO. 

(3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTO 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (2), menjadi bahan 
masukan dalam penyusunan rencana program jangka 
menengah Daerah. 

Bagian Ketiga 
Pengkajian dan Uji Coba 

Pasal8 

(l) Pengkajian sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 6 
huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil 
pemetaan kebutuhan TIG untuk mendapatkan teknologi 
yang sesuai dengan kebutuhan masyara.kat dan/ at.au 
permasalahan Daerah. 

(2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain 
yang memiliki kompetensi di bidang !PTEK. 

Pasal 9 

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Ptu:sal 6 hurur c, 
dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau daerah. 

Bagian Keempat 
Pengembangon Teknologi Tepo.t Gun.a 

Pasal 10 

(I) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang 
dimiliki mai.yarakat. 

(2) lnovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(11, melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara 
berjenjang mulai dari tingkat Pekon, Kecamatan dan 
Kabupaten. 

(3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21, dilakukan paling kurang 2 {dua) tahun sekali. 

(4) DRIRm pelak1-;0naan lomba TTG tingkat kahupaten 
i.euagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tin1 
yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. 



Pasal 11 

Ha::.il Pengtm1bangan teknologi sebagaiJnana dimaksud 
dalam Pasal 10, Kepala Dinas mengupayakan untuk 
mendapatkan sertifikat HAKI terhadap TTG dan 
difaksrui.akan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Ragian Kelima 
Pemasyar-d.katan Teknologi Tepat Guna 

Pasal 12 

(1) Pennasyarakatan TI'G dimaksud untuk 
menyebarluaskan TTG kepada rnasyarakat agar d.apat 
dipahami, dit.erapkan dan dikembangkan. 

(2) Pemasyaratan TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 huruf e, merupakan basil pengembangan teknologi 
yang ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan 
an rara lain: 

fl. gelAr TIG; 

b. proyek percontohan (pilot project); 

c. fasilitasi proses inkubasi; 

d. komunikasi, informasi, publikasi TTG; 

e. edukasi TTG; 

f. pembentukan Lembaga / pos pelayanan TTG 

g. temu informasi TTG; 

h. pelatihan: 

i. pendampingan; 

f. magang; 

(3) Gel.ar TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
l2) huruf a dilakukan melalui kegiatan: 

a. paineran TTG; 

b. lokakarya TTG; 

c. te1nu Inventor /inovator TTG dan atau Investor; 

d. forum komunikasi posyantek; 

e. widyawisat11 t.eknologi; 

f. publikasi dan 

g. festival/pameran potcnsi pckon. 

(4) Pelak!:>anaan pernasyarakatai1 TTG sebagaiJnana 
dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan 
pihak lain yang menuliki kompetensi dibidangnya. 



Bagian Keenam 
Pcmanfaatan 

Pasal 13 

(1) Pemanfaalan TTG sebagai1nana dimaksud dalam 
pasal 6 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui : 

a. pelatihan; 

b. pernberian bantuan; dan 

c. pendampingan. 

(2) Pelatihan pemanfaalan 1'TG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan: 

a. pelatihan teknis; 

b. pelatihan manajemen; 

c. studi banding; clan 

d. magang. 

(5) Pcmbcrian bantuan pemanfaatan TIO sebagwm£111a 
dimaksud padA ayat (1) huruf b, agar TTG dapat 
dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat m.elalui: 

a bantuan hibah; dan 

b. dana bergulir. 

(6) Pembcrian bantuan hibah atau dana bergulir 
sebagaimana dirnak.sud pada ayat (3), dilaksanakan 
sesuai ket.entuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana 
dirna.ksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh 
Posyantck dan Posyantckdes untuk memberdayakan 
masyarakat dalam penerapan TI'G. 

BABV 
KERJASAMA 

Pasal 14 

Pemberdayaan masyarakat melalui peugelolaan TIG 
dapat dilakukan melalui kerjai,;ama dcngan perguruan 
tinggi, dunia. usaha clan dunia industri. 

Pasal 15 

(l) Kerja sama sebagoimana dimaksud dalam Paaal 14, 
dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

a. efisiensi; 

b. t:feklivit.as; 



C. sinergi; 

d. saling menguntungkan; 

e. kesepakatan bersama; 

f. itikad baik; 

g. mcngutamakan kepentingan masyarakat dan daerah; 

h. persamaan kedudukan; 

i. transparansi; 

j. keHciilfln; dR n 

k. kepastio.n hukum. 

(2) Kcrjasama scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat 
paling sedikit : 

a. subjek kerja sama; 

b. objek kerja sama; 

c. ruang lingkup kerja sama; 

d. hak dun kewajibnn puru pihuk; 

e. jangka waktu kerja sama; 

f. pengakhiran kerja sama; 

g. keadaan memakse; dan 

h. penyelesaian perselisihan. 

(3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari 
sumbcr tcknologi kcpada masyarakat. 

BAB VI 
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 16 

(1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada 
masyarakat dibentuk Posyantek di Kecamatan dan 
Posyantekdes di Pekon. 

(2) Posyantek dan Posyantekdes sebagaimano. dimaksud 
pada ayat ( 1) merupakan lembaga kemasyarakatan 
yang mcmbcrikan pclayanan tcknis, informasi dan 
orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat. 



(3) Pembentukan Posyantckdcs di Pekon dilakukan 
sccara bertahap sesuai dengan kondisi dan 
perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat 
Pckon bcrsangkutan. 

Pasal 17 

Ca.mat berkewajiban melakukan pembinaan tcknis 
kcpada Posyant.ck dan Kepala Pekon berkewajiban 
melakukan pembinaan teknis kepada Posyantekdes 
mclalui kegiatan sebagai berikut: 

a. memfasilitasi administrasi Posyancek dan 
Posyantekdes; 

b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek dan 
Posyantekdes; 

c. memfasilitasi kerja sama pemanfaatan 'ITG dengan 
pihak Iain; dan 

d. memfasilitasi kegiatan Posyantek dan Posyantekdes 
sesuai dengan wewenangnya ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Togas Posyantek dan Posyantekdes 

Pasal 18 

(1) Posyantek mempunyai tugas: 

a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan 
promosi jenis atau spesifikasi TIG; 

b. membantu pemetaan lcebutuhan dan 
TTG; menjembatani masyarakat 
peng,.auna TTG dengan TTG; 

pengkajian 
sebagai 

c. memotivasi pencrapan TIO di masyarakat; 

d. membcrikan layanan konsultasi dan pendampingan 
kepada masyarokat dalam penerapan TTG; 

c. memfasilitasi penerapan TTG; dan 

f. menjalin kerja sama dalam pemanfaatan TTG. 

(2) Posyantekdes mempunyai tu.gas : 

a. memberikan pclayanan teknis da1am pemanfaatan 
TTG; 

b. memberikan informasi pemanfaatan dan 
penggunaan TTG masyaxakat dan usaha kccil; 

c. mempromosikan jenis-jenis TrG kepada masyllnlkal; 
dan 

d. memfasilitasi penlk,aunaan TTO di masyarakat. 



Bagian Ketiga 
Kepengurusan 

Pasal 19 

(1) Kepengurusan Posyantek di Kecamatan 
Posyantekdes di Pekon berdasarkan 
mui;yawarah pengurus lembaga kemasyarakatan. 

dan 
basil 

(2) Pengurus Posyantek dan Posyantekdes sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. ketua berasal dari unsur masyarakat; 

b. sekret.aris berasal dari unsur masyarakat; 

c. bendahara bera.sal dari unsur masyarakat; 

d. seksi Kemitraan, berasal dari unsur masyarakat; 

e. seksi Pelayanan 1TG, berasal dari unsur masyarakat; 

f. seksi Pengembangan, berasal dari unsur masyarakat; 
dan 

g. anggota. 

Ps.sal 20 

(l) Ketua Posyantek di Kecamatan dan Poeyantekdes di 
Pekon mempunyai tugas : 

a. bertindak sebagai rnanajer pelaksana kegiatan harian 
Posyantek; 

b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana 
anggaran yang telah disusun oleh pengurus; 

c. men,jalankan kebtia.kan dan ketenruan peraturan 
perundang-undangan; 

d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang 
dilakukan oleh setiap Seksi; 

e. mempertanggungjawabknn kegiatan hru-io.n ynng 
dilakukan Posyantek dan posyantekdes kepada 
Pembina; 

f. memberikan masukan 
penyusunan renco.na 
anggaran tahunan; dan 

kepada 
kegi.atan 

Seksi dalam 
dan rencana 

g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan 
kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek. 

(2) Sekretaris Posyantek dan Posyantekdes mempunyai 
tugas: 

a. mengelola kesekretariatan Posyantek dan 
Posyantekdes; 

b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh 
Pengurus l>o!<yant.ek rlan "Posyantekrles; 



c. mencata.t dan membuat laporan keuangan 
Posyantek dan Posyantekdes; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua 
Posyantek dan Ketua Posyantekdes. 

(3) Be11dahara Posyantek dan Posyantekdes mempunyai 
tugas: 

a. mcmbukukan 
Posyantekdes; 

keuangan posyantek dan 

b. mcmbuat laporan keuangsn posyantek dan 
Posyantekdes; 

c. menerima dan meyimpan ke1umgfln posyant.ek den 
Po:.yantekdes; 

d. membayarkan pengeluaran/pembiayaan posyantek 
dan Posyantekdcs. 

(4) Seksi Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang 
tugasnya; 

b. menjalin dan menjaga hubungan kerja ::;ama 
dengan sumber TIG (lembaga pemerintah, 
perguruan tinggi, swasts, LSM dan pihak lain} 
dan pemanfaatan/penggu.Wl TI'G; 

c. 1nengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTO 
bagi usaha masyarakat; 

d. mclaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 
Sek::.i Kemitraan kepada Ketua Posyantek dan 
Ketua Posyantekdes; dan 

e. melaksanakan tugas 
kondisi, kebutuhan dan 
dan Posyantekdes. 

lainnya sesuai dengan 
perkembangan Posyantek 

(SJ Seksi pelayanan TTG mempunyai tugas: 

a. melaksanakan rencana kerja sesuru bidnng 
tugasnya; 

b. mensosialisasikan TI'G kepada masyarakat dalam 
rangka pengenalan dan penggunaan TTG; 

c. memberikan pendampingan dan bimbingan 
teknis penggunaan TTO kepada 
pemanfaat/pengguna TTG; 

d. mclaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 
Seksi Sosialisasi kepada Ketua Posyantek dan 
Ketua Posyantekdes; dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan 
kondisi, kcbutuhan dan perkembangan Posyantek 
dan Posyantekdes. 



(6) Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. nielaksa.nakan rencana kerja sesuai bidang 
tugasnya; 

b. mcngidcntifikasi kcbutuhan masyarakat akan TTG; 

c. melakukan pendataan penggunaan dan kebuluhan 
TIG; 

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilukukan 
Seksi Pengembangan kepada Ketua Posyantek dan 
Ketua Posyantekdes; dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan 
kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek 
dan Posyantekdes. 

Bagian Keempat 
Syarat Mtmjadi Ptmgun1s Posyantek dan Posyantekdes 

Pasal 21 

(I} Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai 
berikut: 

a. mewakili unsur ma!.yaralcat.; 

b. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih 
diutamakan memahami TTG; 

c. peduli terhadap masyarakat dalarn 
mendayagunakan TIG; 

d. aktif, kreatif dan inovatif; 

e. memiliki kemampuan manajerial; 

f. memiliki motivasi untuk mengembangka.n TIG; 

g. mcmiliki kcmampuan bcrkomunikasi sccara baik 
dengan masyarakat setempat; 

h. berpengalaman dalam mengelola dana dari 
berbagai sumber; 

i. memiliki sifa.t jujur, disiplin, tidak tercel.a, rendah 
hati dan sabar; 

j. berpengalaman dalam menjalin kerja sama 
dengan Iembaga terkait. 

(2) Persyaratan untuk menjadi pengurus Posyantekdes 
scbagai berikut: 

a. m.ewakili unsur masyarakat; 

b. memahami kondisi sosial dan 
masyarakat; 

c. berdomisili 
Posyan tekdes; 

di Pekon /Kelurahan 

ekonomi 

lok.asi 



d. peduli terhadap masyarakat dalam 
mendo.yaguno.kan TIG; 

e. aktif, k.reatif dan inovatif; 

f. memiliki kemampuan manajerial; 

g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TIO; 

h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik 
dengan masyarakat setempat; 

i. berpengalaman dalam mengelola dana dari 
berbagai sumber; 

j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah 
hati dan sabar; dan 

k. berpengalaman dalam mcnjalin kcrja sama 
dengan lembaga terkait. 

Bagian Kelima 
Pemilihan Pengurus Posyantek dan Posyantekdes 

Pasal 22 

(1) Kepengurusan Posyantek dipilih secara musyawarah 
dari tokoh masyarakat. 

(2) Peinilihan kepengurusan Posyantek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dibentuk PanitiR Pt'.mi!ihan 
Calon Pengurus PosyanLek yang ditetapkan Kepala 
Badan atas nama Bupati terdiri dari : 

a. camat selaku Ketua Panitia; 

b. kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku 
Sekretaris Panitia; dan 

c. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku 
Anggota Panitia dari unsur LSM, Dunia usaha 
dan/atau dari kalangan pendidikan/Perguruan 
tinggi. 

(3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek, meliptd.i: 

a. menyusun dan menetapkan tata cara pcmilihan 
Pengurus Posyantek; 

b. mengumumkan persyeratan 
Pc:ngu1us Posyantek; 

c. menerima dan meneliti bcrkas 
Pengurus Posyantek; 

d. melaksanakan 
Posyantek; dan 

pemilihan 

menjadi Calon 

persyaratan Calon 

Calon Pengurus 

e. membual Berita Acara Pemilihan Ca.Ion Pengurus 
Posyantek. 



(4} Tugas Panitia Pe,nilihan Pengurus Posya11tek 
berakhir masa tugasnya setel.ah Kepcngun1san 
Posyantek ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 23 

(l) Kepengurusan Posyantekdes dipilih secara 
n1usyawarah dari tokoh masyarakat. 

(2) Pemilihan kepengurusan Posyantekdes sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1), dibentuk Panitia Pemilihan 
Calon Pengurus Posyantekdes yang ditetapkan Kepala 
Pekon terdiri dari: 

a. Sekdes selaku Ketua Panitia; 

b. Kepala Seksi Pemerintahan selaku Sekretaris 
Panitia; dan 

c. Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku 
Anggota Panitia dari unsur LSM, Dunia usaha 
dan/atau dari kalangan Pendidikan/Perguruan 
tinggi. 

(3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantekdes, 
meliputi: 

a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan 
Pengurus Posyantekdes; 

b. mengumumkan persyaratan mr.nj,uii CRlon 
Pengurus Posyantckdes; 

C. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon 
Pengurus Posyantekdes; 

d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus 
Posyantekdes; dan 

e. membuat Serita Acara Pemilihan Calon Pengurus 
Posyantekdes. 

(4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantekdes 
berakhir masa tugasnya setel.ah Kepengurusan 
Posyo.ntekdes ditet.apkan oleh Kepada Pekon. 

Pasal24 

(1) Panilia Pemilihan Calon Pengurus 
Posyantek/Posyantekdes mengumumkan secara tertulis 
persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi 
Calon Pengurus Posyantek/Posyantekdes kepada warga 
masyarakat. 



{21 Warga masyarakat yang ingin mcnjadi Caton 
Pengurus Posyantek /Posyantekdes menyerahkan 
persyaratan yang tetah ditentulcan, waktu pendaftaran 
paling lama 7 {tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal 
diumumkan Panitia Pemilihan Pen~urus 
Posyan tek/ Posyantekdes. 

(3) l\pabita tidak ada wargo. mo.syo.rakat yang mendaftar 
menjadi Pengurus Posyantek/Posyant.ekdes sampai 
batas waktu yang telah ditentukan, Panitia mcmbuka 
kembali pendaftaran tahap kedua. 

(4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang 
mendaftar menjadi Pengurus Posyantek/ Posyantekdes, 
Paniti.a membuat Serita Acara yang isinya menyatakan 
di Kecamatan/di Pekon bersangkutan tidak ada Caton 
Pengurus Posyantek/Posyantekdes untuk disampaikan 
kepada Bupati./Kepala Pekon. 

(5) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang 
mendaftar menjadi Penguru::1 Pu::.yanlekdes, Panilia 
membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Pekon 
bersangkutan tidak ada Caton Pengurus Posyanrekdes 
untuk disrunpaikan kepada Kepala Pekon. 

(6) Bagi warga yang mcndaftar, Panitia meneliti berkas 
persyaratan yang disampaikan, apabita ada berkas 
yang betum lengkap, Panitia berkewajiban menolak 
berkasnya untuk dilengkapi. 

Pasal 25 

{l) Proses pemilihan Calon Pengurus 
Posyantek/ Posyantekdes ditaksanakan secara 
demokratis, apabila warga masyarakat yang mcndaftar 
menjadi Pengurus Posyantek/Posyantekdes sekurang
kurangnya 6 (enam) orang. 

(2) Berita Acara Pemilihan Ca.loo Pengurus Posyantek 
ditandatangani oteh Ketua, Sekretaris dan Anggota 
Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati. 

(3) Berita Acara Pemilihan Caton Pengurus 
Posyantckdcs ditandatangani olch Kctua, Sckrctaris 
dan Anggota Panitia dan setanjutnya disampaikan 
kepada Kepa]a Pekon. 

Pasal26 

(1) Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan 
basil pemilihan yang ditakukan di Kecamatan. 



(2) Penetapan Pengurus Posyantek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara 
resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji menurut 
agama/kepercayaan masing-masing dengan dipamlu 
oleh Pejabat Negeri di hadapan Bupati. 

Pasal 27 

(1) Kepala Pekon menetapkan Pengurus Posyantekdes 
berdasarkan basil pemilihan yang dilakukan di Pekon. 

(2) Penetapan Pengurus Posyantekdes sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11 dilakukan dalam suatu acara 
resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji mcnurut 
agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu 
oleh Pejabat Pekon di hadapan Kepala Pekon. 

Pasal 28 

(1) Pengurus Posyantek dan Posyantckdes 
melaksanakan tugas tcrhitung scjak mengucapkan 
sumpah/janji dcngan masa bakti sr.lama 4 (empat) 
tahun dan berakhir bersainaan dengan pengucapan 
sumpah/janji Pengurus Posyantek periode berikutnya. 

(2) Pengurus Posyuntek dan Posyantekdes dapat dipilih 
kembali untuk masa bakti 1 (ijatl,l) pcriode berikutnya. 

Bagian Keenam 
Jeni~ Kegiatan Posyantek d.a.n Posyantekdes 

Pasal 29 

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek/Posyantekdes 
meliputi: 

a. inventarisasi TIG; 

b. pelayanan infonnasi TTG; 

c. pendampingan TTG; 

d. peragaan TTG; dan 

e. pengembangan TI'G. 

Pasal30 

(1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam 
P11sal 29 huruf a, bel'tujuan mendapatkan data, 
infonnasi jenis dan kebutuhan TIG. 

(2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf b, bertujuan untuk 
mcningkatkan pemahaman ma.syarakat drurun 
menggunakan ITG melalui: 



a. pemberian informasi langsung kepada 
masyarakat yang datang ke 
Posyantek/Posyantekdes , leaflet, brosur, spanduk, 
iklan Iayanan masyarakat melalui media cetak dan 
eletronik; dan 

b. menyediakan infonna8i jeni8 1'TG mclipuli harga 
dan basil produk TIG yang diproduksi oleh 
masyarakat. 

(3) Peragaan TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan 
suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, ant.arll 
lain melalui kegiaLan parne;:ran tla.n demonsl.rasi 
penggunaan TIG. 

(4) Pcngcmbangan TTC scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa 
dan cipta masyara.kat dalam pengembangan TIO 
dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga 
penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya. 

Bagian Ketujuh 
Sarana dan Prasarana Posyantek dan Posyantekdes 

Pasal 31 

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki 
Posyantek/Posyantekdes berupa: 

a. sekretariat; dan 

b. ruang pelayanan. 

PaAAI 32 

(l) Sekretariat Posyantek/Posyantekdes sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mudah diakses 
mo.syarakat dan/atau pengguna TTG. 

(2) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek untuk 
memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek 
berada di Kantor Kecarnatan. 

(3) Dalam hal belum memungkinkan Posyantekdes 
untuk memiliki Sekreto.rint tersendiri, Sekreta.ria.t 
Posyantekdes berada di Kantor Pekon. 

Pasa133 

(l) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 huruf b, untuk Sekretariat 
Posyantek/Posyantekdes ditata dengan baik dan sesuai 
estetika agar membuat masyara.kat dan/atau 
pengguna TIG nyaman. 



(2) Ruangan 
dimaksud 
memiliki: 

Posyan tek / Posyantekdes se bagaima na 
pada ayat (1) sekurang -kurangnya 

a. ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang 
membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan 
dalam rak buku; 

b. ruang perternuan dan/ atau peragaan/ pamer 
produkTTG; 

c. ruang bengkel TTG; dan 

d. ruang pengurus apabila 
diperuntukkan bagi 
Posyantek/Posyantekdes 

dicc1ungkinka11, 
Pengurus 

melaksanakan 
tugosnya dan untuk menyimpan ars1p 
administrasi. 

(3) Untuk kelancaran Pengurus Posyantek/Posyantekdes 
melaksanak.an kegiatan Sekretariat 
Posyan tek / Posyantekdes dilengkapi dengan 
perlengkapan sebagai berikut: 

a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor 
untuk administrasi; 

b. perangkat layanan informasi TTG seperti 
komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, 
DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, 
leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elcktronik 
(VCn, CD-ROM dan pangkalan data); dan 

c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja. 

Bagian Kedelapan 
Hubungan Kerja 

Pasal 34 

( l) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan 
bersifat: 

a. kernitraan; 

b. konsultatif; dan 

c. koordinatif. 

(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( l), wajib memperhatikan ket.erbukaan, 
akuntabilitas, profesionalita:s dan k.d.crpaduan. 

(3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan 
kcmasyarakatan lainnya di Kecamatan 
konsultatif dan koordinatif. 

lembaga 
bersifat 

(4) HubungHn kerja antara Posyantekdes dengan lembaga 
kemasyarakatan lainnya di Pekon bersifat konaultatif 
dan koordinatif. 



lOJ nuuun~t:1.11 KeJJi:t tlUU:trt1 ru~yu1.u.t:a~ u~u~uu l,Jl.Uti.~ •~u• 

di KecamatAn hersifat kemitraan. 

(6) Hubungan kerja antara Posyantekdes dengan pihak 
lain di Pekon bersifat kemitraan. 

BAB VII 
PENGHARGAAN 

PasaJ 35 

( I) Inovasi Teknologi Tingkat KecamAtan yang dilakukan 
oleh masyarakal n1endapalkan penghargaan dari 
Bupati atas usul Kepala Badan. 

(2) Inovasi Teknologi Tingkat Pekon yang dilakukan oleh 
masyarakat mendapatkan penghargaan dari Kepala 
Pekon dan Bupati atas usul Kepala Badan. 

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), 
berbentuk: 

a. sertifikat; 

b. uang dan/atau barang sesuai kemampuan 
keuangan Pekon/Keuangan daerah; 

c. beasiswa bagi pelajar; dan 

d. pcnghargaan lain sesuai 
Pckon/ daerah. 

BAB VIII 
PEMBINAAN 

Pasa136 

(1) Bupati melakukan peml.>inaan 
masyarakat melalui pengelolaan TTG 
konsisten dan berkelanjutan di Daerah. 

kemampuan 

pemberdayaan 
secara terpadu, 

('2) Kepala Pekon melakukan pembinaan pemberdayaan 
m.asyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, 
konsisten. dan berkelanjutan di Pekon. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
(2), meliputi: 

a. koordinasi dan fa:-1ilitasi pemberdayaan masyarakat 
melalui pengelolaan TTG; 

b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui 
pengelolaan TTG; 

c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyan1kal 
melalui pengelola.an TTG; 



d. pemberian pengherge.an at.as prestasi pemberdayaan 
masyantkal 1nelalui pengelolaan ITO; dan 

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
pe111berdayaan masyarakat melalui pcngelolaan TIG. 

Pasal 37 

.Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagahnana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a sampai dengan 
huruf c kepada Camat. 

BAB IX 
PELAPOAAN 

Pasal 38 

(1) Kepala Pekon melaporkan pemberdayaan masyarakat 
melalui pengelolaan TrG di Pekon kepada Bupali 
mclalui Camat. 

(2) Bupati melaporkan pcmbcrdayaan masyru-akat melalui 
pengelolaan TI'G di naerah kepada Gubemur dengan 
tembusan Mtm~d Dalam Negeri. 

BABX 
PENDANAAN 

Pasal 39 

(1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui 
pengelolaan TTC di Daerah do.po.t berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber
sumber lainnya yang sah dan tidak mcngikat. 

(2) Pendanaan pemberdayal:ln 1nasyarakat melalui 
pengelolaan TTG di Pekon di danai dari dan atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang 
bcrsumber dari dano. APBN dan sumber-sumber lainnya 
y11ng sah dan tidak mengikat. 

PaMI 40 

(l J Pembiayaan kegiatan Posyantek yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain: 

a. dana ~t.imulan; 

b. dana operasional 

c. dana bantuan; 

d. dana hibah. 



Pasal 42 

Peraturan Bupati 1m m ulai berlaku pada tanggal 
diundangka.n. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka.n 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu. 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal ;,1 !.:,:Ju:;',-uE< 2,)1?-

Ditetapka11 di Prin~\\'U 
padr:t t.angga l ;.D .'.(,,~~st,1Et ,::.~1 :. 

BUPATI PRINosgwu, 

dto 

SUJ ADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDIMAN PM. 

SERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 
NOMOR t,2 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

~~, 
IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Pringsewu : http:/ /jdlh.pringsewukab.go.ld/. 
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